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BAB V

PEMBAHASAN

A. Sistem Pemasaran Umrah dan Haji Plus PT. Arminareka Perdana

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian pada Bab IV, sistem
pemasaran yang dijalankan oleh PT. Armina Utama sukses yang kemudian
berubah nama menjadi PT. Lima Utama Sukses (LUAS) adalah: Fulan
bergabung dalam program dengan membayar DP untuk Umrah sebesar Rp
3.500.000. Fulan mendapatkan hak usaha untuk menjalankan bisnis ini. Fulan
kemudian mengajak temannya untuk bergabung dalam bisnis ini dengan cara
membayar DP Umrah sebesar Rp 3.500.000 atau DP haji plus sebesar
Rp.5.000.000. Atas jasanya dalam mengajak teman bergabung dalam bisnis
tersebut, Fulan mendapatkan komisi dan bonus dari perusahaan. Lihat

Gambar di bawah ini.
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Gambar 5.1 diagram usaha PT. Arminareka

Mekanisme penjualan di atas termasuk dalam katagori sistem penjualan
langsung berjenjang (PLB) atau multi level marketing (MLM). Penjualan
langsung berjenjang adalah pemasaran yang dilakukan melalui banyak
tingkatan, yang biasa dikenal dengan istilah up line (tingkat atas) dan down
line (tingkat bawah). Up line dan down line umumnya mencerminkan
hubungan pada dua level yang berbeda atas dan bawah. Bisnis yang
menggunakan sistem penjualan langsung berjenjang digerakkan dengan
jaringan yang terdiri dari up line dan down line, meskipun pebisnhisnya
menyebut dengan istilah yang berbeda-beda. Demikian pula dengan bentuk
jaringan dan mekanismenya. Masing-masing level mendapatkan komisi dan

bonus sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Seperti hasil wawancara dengan pengelola PT. Arminareka Perdana,
mereka menyatakan bahwa pemasaran yang dilakukan bukan termasuk
penjualan langsung berjenjang. Mereka juga mengungkapkan ketika
mengurus perijinan pejualan dengan sistem berjenjang atau MLM pada
Kementerian Perdagangan ternyata ditolak karena tidak memenuhi syarat.
Klaim dari pihak PT. Arminareka penolakan tersebut menunjukkan bahwa
sistem penjualan mereka bukan termasuk katagori penjualan berjenjang atau
MLM. Namun merunut dari berbagai pengertian tentang penjualan langsung
berjenjang pemasaran yang mereka jalankan tergolong dalam katagori

penjualan berjenjang atau MLM.
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B. Sistem Pemasaran Umrah dan Haji Plus PT. Reward Indonesia Madani

PT. Reward Indonesia Madani menerapkan konsep pemasaran
berjenjang yang mengedepankan sistem saling menguntungkan, kerjasama
dan transparan. Diharapkan semua pihak sama-sama memiliki rasa tanggung
jawab dan tidak ada yang dirugikan dengan perhitungan sistem dan bonus,
baik antara perusahaan dengan member maupun mitra kerja yang sama tanpa
ada pengecualian/keistimewaan, yang membedakan hanya waktu bergabung

dengan PT. Reward Indonesia Madani.

Dalam sistem pemasaran yang dijalankan PT. Reward Indonesia
Madani terdapat istilah up line (tingkat atas) dan dow nline (tingkat bawah).
Up line dan down line merupakan suatu hubungan pada dua level yang
berbeda, yakni ke atas dan ke bawah, dan jika seseorang disebut upline, maka
ia mempunyai downline, baik satu maupun lebih. Orang kedua yang disebut
dengan down line ini juga kemudian dapat menjadi up line ketika dia behasil
merekrut orang lain menjadi down linenya, begitu seterusnya. Setiap orang
berhak menjadi up line sekaligus down line. Seorang up line akan
mendapatkan manfaat berupa bonus/komisi dari perusahaan apabila down

linenya berhasil melakukan penjualan produk yang dijual oleh perusahaan.

Untuk masuk dalam jaringan bisnis pemasaran semacam ini, biasanya
setiap orang harus menjadi membership (anggota jaringan) terlebih dahulu,
ada juga yang diistilahkan dengan sebutan distributor, kadangkala
membership tersebut dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran

keanggotaan dengan membayar sejumlah uang pendaftaran, disertai dengan



128

pembelian produk tertentu agar anggota tersebut mempunyai point, dan
kadang tanpa pembelian produk. Dalam hal ini, memperoleh point adalah
sangat penting, karena suatu perusahaan dengan sistem penjualan langsung
berjenjang (MLM) menjadikan point sebagai ukuran besar kecilnya bonus
yang diberikan. Point tersebut bisa dihitung berdasarkan pembelian langsung
atau tidak langsung. Kegiatan pembelian langsung biasanya dilakukan oleh
masing-masing anggota, sedangkan pembelian tidak langsung biasanya
dilakukan oleh jaringan keanggotaannya. Dari sinilah, nantinya muncul istilah
bonus jaringan. Karena dua kelebihan tersebut, bisnis dengan sistem
penjualan langsung berjenjang (MLM) seperti ini diminati banyak kalangan.
Untuk menjadi member PT. Reward Indonesia Madani (Travel-21-pLus)
dikenakan biaya membership sebesar Rp 1.500.000. Selanjutnya member
tersebut apabila berhasil mengajak member-member lain untuk bergabung
dengan PT. Reward Indonesia Madani, maka akan mendapatkan bonus
sebesar Rp. 450.000 dan bonus pasangan sebesar Rp. 200.000 sampai level

yang tidak terbatas.

Berdasarkan temuan data di atas, maka sistem penjulan yang dijalankan
oleh PT. Reward Indonesia Madani termasuk dalam kategori bisnis dengan
sistem penjualan langsung berjenjang atau dalam istilah lain multi level
marketing (MLM). Sistem pemasaran PT. Reward Indonesia Madani ini
hampir sama dengan sistem pemasaran yang dipraktekkan PT. Arminareka
Perdana. Perbedaannya, PT. Arminareka Perdana memiliki biro perjalanan

umrah dan haji plus untuk memberangkatkan jama’ah yang sudah membayar



129

lunas, sedangkan PT. Reward Indonesia Madani tidak memiliki biro
perjalanan umrah dan haji untuk memberangkatkan member yang telah
membayar lunas. Member PT. Reward Indonesia Madani yang telah melunasi
biaya perjalanan umrah atau haji akan diberangkatkan dengan biro perjalanan

umrah dan haji lain.

Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Pemasaran Umrah dan Haji

Plus PT. Arminareka Perdana dan PT. Reward Indonesia Madani

Di dalam melakukan penelaahan hukum halal-haram dari suatu
transaksi bisnis, para ulama setidak-setidaknya melakukan langkah-langkah

berikut ini.

1. Memahami fenomena-fenomena baru yang diperlukan kepastian

hukumnya (fahmul musykilah al qa’imah).

2. Memahami nash-nash sharih maupun nash-nash ghairu sharih dari al-
Qur’an dan al-Hadits (fahmu an-nushusi asy-syar iyyah) yang berkaitan
dengan fenomena tersebut agar dapat diketahui kepastian hukumnya
(fahmu al-ahkamu asy-syar’iyyah) setelah dipertimbangkan dengan

tujuan-tujuan syariat (fahmul maqasidi asy-syar’iyyah).

3. Mengistinbath (mengeluarkan) hukum dari nash maupun dari ijtihad dan

menerapkannya pada fenomena-fenomena baru tersebut.
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Ketiga pendekatan tersebut akan digunakan untuk menganalisis sistem
pemasaran umrah dan haji plus PT. Arminareka Perdana dan PT. Reward

Indonesia Madani dari perspektif hukum Islam.
1. Analisis Syar’i Sistem Pemasaran PT. Arminareka Perdana

Dewan Syariah Nasional MUI telah menfatwakan ketentuan hukum
terkait dengan penjualan langsung berjenjang syariah nomor 75/DSN-
MUI/VI1I/2009 dan fatwa nomor 83/DSN-MUI/VI1/2012 Tentang
penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umrah. PLBS Jasa
layaanan Umrah menggunakan akad ljarah Maushufah fi al-Dzimmah
dalam rangka jama’ah memperolen Jasa Perjalanan Umrah dari
perusahaan, dan akad Ju'alah dalam rangka penjualan langsung
berjenjang (al-Taswiq al-Syabaki). Sebagian ketentuan-ketentuan dalam
fatwa telah dipenuhi oleh perusahaan. Namun demikian masih ada
beberapa ketentuan fatwa yang belum dipenuhi. Ketentuan-ketentuan

yang belum dipenuhi dapat diuraikan berikut ini.

a. Ketentuan fatwa: Jama’ah hanya boleh terdaftar pada satu titik atau
satu kali dalam satu program paket perjalanan umrah yang sama
dan/atau dalam satu program pemasaran umrah, untuk
menghindari money game. Prakteknya: Ketentuan ini belum bisa
dilaksanakan, masih ada jama’ah yang membeli lebih dari satu titik
atau paket (13 paket, 22 paket, dan 40 paket) dengan nama satu
orang. Sisa paket atau titiknya berupa nama kosong atau mungkin

dinamai dirinya sendiri terlebih dahulu.
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Ketentuan fatwa: Obyek akad harus dipastikan waktu penyerahannya
(pelaksanaan perjalanan umrah) pada saat akad. Prakteknya: jama’ah
yang bergabung ada yang belum pasti waktu keberangkatan umrah

atau haji plusnya.

Ketentuan fatwa: Obyek akad harus menjadi tujuan akad (mugtadha/
ghayah al-'agd) bagi jama’ah (untuk menghindari gharar yang
berupa mukhalafat al-magshud). Prakteknya: masih ada jama’ah
yang hanya mengejar bonus dan tidak menjadikan obyek akad

(umrah atau haji) sebagai tujuan utama.

Ketentuan fatwa: Apabila terjadi pembatalan dari pihak jama’ah
atas ijarah mausufah fi al-dzimmah berdasarkan udzur syar i, maka
semua harga obyek akad yang telah diserahkan kepada perusahaan
akan dikembalikan kepada jama’ah setelah dikurangi biaya-biaya
nyata yang wajar. Prakteknya: Jama’ah tidak mendapatkan
pengebalian uang dari perusahaan karena hanya menerima voucher
yang tidak bisa ditukarkan dengan uang tunai di perusahaan.
Voucher tersebut hanya bisa dipindahtangankan atau dijual pada

jama’ah lain.

Ketentuan fatwa: Jumlah jama’ah/mitra level bawah (down-line) dan
yang dibina oleh mitra level atas (up-line) harus dibatasi sesuali
kebutuhan dan kewajaran untuk umrah. Prakteknya: ketika
bergabung jama’ah masih ada yang membeli paket dalam jumlah

besar sekaligus tanpa memperhitungkan kebutuhan dan kewajaran
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untuk umrah. Mitra level bawah kadang dijumpai nama jama’ah

yang bersangkutan bukan nama jama’ah l;ain.

Ketentuan fatwa: Imbalan ju‘alah yang diberikan kepada jama’ah
harus berasal dari komponen biaya paket perjalanan umrah yang
telah diakui dan dibukukan sebagai pendapatan perusahaan dan/atau
dari kekayaan perusahaan. Prakteknya: Imbalan yang diberikan
perusahaan langsung diambilkan dari uang muka yang disetorkan

mitra level bawah jama’ah bersangkutan.

Ketentuan fatwa: Imbalan ju‘alah harus digunakan seluruhnya atau
disisihkan sebagiannya untuk biaya keberangkatan umrah, guna
menghindari  penyimpangan tujuan mengikuti PLBS, vyaitu
melaksanakan umrah (bukan bertujuan untuk mendapatkan imbalan
semata). Prakteknya: Masih ada jama’ah yang menerima imbalan

dari perusahaan digunakan untuk kepentingan lain.

Ketentuan fatwa: Imbalan ju'alah yang dijanjikan oleh perusahaan
kepada jama’ah tidak menimbulkan ighra. Prakteknya: Masih ada

jama’ah yang hanya mengejar bonus secara berlebihan.

Ketentuan fatwa: Penyelenggaraan PLBS Jasa Perjalanan Umrah
harus terhindar dari mugamarah, gharar, maysir, riba, dharar,
zhulm, money game, ighra' jahalah ,tadlis, gisysy, talbis,
kitman, dan syubhat. Prakteknya: Masih ada unsur dharar dan

ighra’.
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j.  Ketentuan fatwa: Dalam hal jama’ah tidak mampu lagi menambah
dana untuk membayar kekurangan biaya umrah dan/atau yang
bersangkutan gagal merekrut mitra lainnya dalam jangka waktu yang
disepakati para pihak, sehingga tidak berhasil mendapatkan dana
yang cukup untuk melunasi biaya perjalanan umrah, maka
perusahaan wajib mengembalikan komponen biaya paket jasa
perjalanan umrah dari dana milik jama’ah/mitra tersebut setelah
dikurangi biaya yang nyata. Prakteknya: Tidak dikembalikan oleh
perusahaan dalam bentuk uang tunai, jama’ah hanya menerima

voucher yang bisa dipindahtangankan atau diperjual belikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem
pemasaran umrah dan haji plus PT. Arminareka Perdana belum
sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI tentang penjualan
langsung berjenjang syariah jasa layanan umrah. Masih ada 10 (sepuluh)

ketentuan yang belum terpenuhi.

Analisis Syar’i Sistem Pemasaran PT. Reward Indonesia Madani.

Sebagaimana telah dibahas di atas, sistem pemasaran PT. Reward
Indonesia Madani temasuk katagori penjualan langsung berjenjang. Di
Indonesia untuk menjamin kehalalan transaksi bisnis telah dikeluarkan
berbagai pedoman syar’i. otoritas yang diberi kewenangan untuk
mengeluarkan fatwa-fatwa terkait transaksi bisnis adalah dewan syaria’ah

nasional Majelis ulama Indonesia (DSN-MUI). Analisis syar’i sistem
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pemasaran yang dijalankan oleh PT. Reward Indonesia Madani mengacu
pada fatwa-fatwa DSN-MUI. Sebagian ketentuan-ketentuan dalam fatwa
telah dipenuhi oleh perusahaan. Namun demikian masih ada beberapa
ketentuan fatwa yang belum dipenuhi. Ketentuan-ketentuan yang belum

dipenuhi dapat diuraikan berikut ini.

a. Ketentuan fatwa: Perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk
menyerahkan obyek akad, yakni memberangkatkan anggota untuk
melaksanakan umrah; kemampuan tersebut meliputi kemampuan
permodalan, kemampuan manajerial, dan kemampuan operasional.
Prakteknya: Perusahaan tidak memiliki biro jasa penyelenggara haji

dan umrah sendiri, jama’ah diberangkatkan melalui perusahaan lain.

b. Ketentuan fatwa: Obyek akad yang berupa Jasa Perjalanan Umrah
harus jelas rinciannya pada saat akad, antara lain bimbingan
manasik, visa, akomodasi, transportasi (pesawat terbang dan
transportasi di tanah suci), catering, muthawwif, ziarah, dan
pengurusan di  bmemberra (handling airport). Prakteknya:
Perusahaan tidak memberikan bimbingan manasik karena jama’ah

diberangkatkan melalui biro haji dan umrah lain.

c. Ketentuan fatwa: Jama’ah hanya boleh terdaftar pada satu titik atau
satu kali dalam satu program paket perjalanan umrah yang sama
danfatau dalam satu program pemasaran umrah, untuk
menghindari money game. Prakteknya: Ketentuan ini belum bisa

dilaksanakan, masih ada jama’ah yang membeli lebih dari satu titik
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atau paket (13 paket, 22 paket, dan 40 paket) dengan nama satu
orang. Sisa paket atau titiknya berupa nama kosong atau mungkin

dinamai dirinya sendiri terlebih dahulu.

Ketentuan fatwa: Obyek akad harus dipastikan waktu penyerahannya
(pelaksanaan perjalanan umrah) pada saat akad. Prakteknya: jama’ah
yang bergabung ada yang belum pasti waktu keberangkatan umrah

atau haji plusnya.

Ketentuan fatwa: Obyek akad harus menjadi tujuan akad (mugtadha/
ghayah al-'agd) bagi jama’ah (untuk menghindari gharar yang
berupa mukhalafat al-magshud). Prakteknya: masih ada jama’ah
yang hanya mengejar bonus dan tidak menjadikan obyek akad

(umrah atau haji) sebagai tujuan utama.

Ketentuan fatwa: Apabila terjadi pembatalan dari pihak jama’ah
atas ijarah mausufah fi al-dzimmah berdasarkan udzur syar i, maka
semua harga obyek akad yang telah diserahkan kepada perusahaan
akan dikembalikan kepada jama’ah setelah dikurangi biaya-biaya
nyata yang wajar. Prakteknya: Jama’ah tidak mendapatkan
pengebalian uang dari perusahaan karena hanya menerima voucher
yang tidak bisa ditukarkan dengan uang tunai di perusahaan.
Voucher tersebut hanya bisa dipindahtangankan atau dijual pada

jama’ah lain.
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Ketentuan fatwa: Jumlah jama’ah/mitra level bawah (down-line) dan
yang dibina oleh mitra level atas (up-line) harus dibatasi sesuai
kebutuhan dan kewajaran untuk umrah. Prakteknya: Kketika
bergabung jama’ah masih ada yang membeli paket dalam jumlah
besar sekaligus tanpa memperhitungkan kebutuhan dan kewajaran
untuk umrah. Mitra level bawah kadang dijumpai nama jama’ah

yang bersangkutan bukan nama jama’ah l;ain.

Ketentuan fatwa: Imbalan ju'alah yang diberikan kepada jama’ah
harus berasal dari komponen biaya paket perjalanan umrah yang
telah diakui dan dibukukan sebagai pendapatan perusahaan dan/atau
dari kekayaan perusahaan. Prakteknya: Imbalan yang diberikan
perusahaan langsung diambilkan dari uang muka yang disetorkan

mitra level bawah jama’ah bersangkutan.

Ketentuan fatwa: Imbalan ju'alah harus digunakan seluruhnya atau
disisihkan sebagiannya untuk biaya keberangkatan umrah, guna
menghindari  penyimpangan tujuan mengikuti PLBS, yaitu
melaksanakan umrah (bukan bertujuan untuk mendapatkan imbalan
semata). Prakteknya: Masih ada jama’ah yang menerima imbalan

dari perusahaan digunakan untuk kepentingan lain.

Ketentuan fatwa: Imbalan ju‘'alah yang dijanjikan oleh perusahaan
kepada jama’ah tidak menimbulkan ighra. Prakteknya: Masih ada

jama’ah yang hanya mengejar bonus secara berlebihan.
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k. Ketentuan fatwa: Penyelenggaraan PLBS Jasa Perjalanan Umrah
harus terhindar dari mugamarah, gharar, maysir, riba, dharar,
zhulm, money game, ighra’, jahalah, tadlis, gisysy, talbis,
kitman, dan syubhat. Prakteknya: Masih ada unsur dharar dan
ighra’.

I.  Ketentuan fatwa: Dalam hal jama’ah tidak mampu lagi menambah
dana untuk membayar kekurangan biaya umrah dan/atau yang
bersangkutan gagal merekrut mitra lainnya dalam jangka waktu yang
disepakati para pihak, sehingga tidak berhasil mendapatkan dana
yang cukup untuk melunasi biaya perjalanan umrah, maka
perusahaan wajib mengembalikan komponen biaya paket jasa
perjalanan umrah dari dana milik jama’ah/mitra tersebut setelah
dikurangi biaya yang nyata. Prakteknya: Tidak dikembalikan oleh
perusahaan dalam bentuk uang tunai, jama’ah hanya menerima

voucher yang bisa dipindahtangankan atau diperjual belikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasaran
umrah dan haji plus PT. Reward Indonesia Madani belum sepenuhnya
memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI tentang penjualan langsung berjenjang
syariah perjalan umrah. Masih ada 12 (dua belas) ketentuan yang belum
terpenuhi. Ketentuan mengenai Perusahaan wajib memiliki kemampuan
untuk menyerahkan obyek akad, yakni memberangkatkan anggota untuk
melaksanakan umrah dan haji pada tanggal yang jelas lebih rawan tidak

terpenuhi dibandingkan PT. Arminareka Perdana. Jama’ah baru bisa
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didafarkan keberangkatan umrah atau hajinya ke perusahaan biro jasa
perjalanan umrah dan haji ketika biaya telah mencukupi. Demikian pula
ketentuan mengenai tujuan obyek akad (berangkat umrah atau haji) lebih
rawan untuk tidak terpenuhi karena jama’ah tidak terdaftar pada biro
penyelenggara haji dan umrah secara langsung. Ketika bonus atau komisi
yang telah dikumpulkan telah memenuhi biaya haji atau umrah belum tentu

uangnya digunakan untuk mendaftar haji atau umrah.



